
penyelesaian sengketa banding 
dalam UU Pengadilan Pajak No 
14/2002 harus diputus 12 bulan 
dan gugatan diputus 6 bulan. 
Keduanya dapat diperpanjang pal-
ing lama 3 bulan (Pasal 81). Akan 
tetapi fakta hukumnya, putusan 
bisa berlarut-larut dan tidak jelas 
kapan akan diputus. 

I t u  s e b a b n y a ,  r u m u s a n 
normanya harus memberikan 
kepastian serta sanksi bagi pen-
egak hukum. Sulit dipahami jika 
UU hanya merumuskan norma 
hukum tetapi tidak memberikan 
sanksi bagi hakim yang tidak taat 
hukum. Karena pajak yang masuk 
dalam APBN harus tidak menyisa-
kan persoalan hukum.

Seringkali esensi persoalan 
hukumnya bukan pada persoalan 
sengketa pajaknya (teknis perhi-
tungan), melainkan pada norma-
norma yang muncul dalam UU 
pajak, termasuk UU Pengadilan 
Pajak. Oleh karena itu, pemerintah 
patut melakukan reformasi UU 
Pajak dan UU Pengadilan Pajak, 
terutama pada proses penyelesaian 
masalah yang harus ditambah ru-
musan sanksi bagi fiskus maupun 
bagi hakim. Momentumnya sangat 
tepat, apalagi adanya putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 
PUT 26/PUU/XXI/2023 tanggal 
25 Mei 2023 yang memutuskan 
Pengadilan Pajak secara totalitas 
berada di bawah Mahkamah Agung 
paling lambat 31 Desember 2026.

Dalam catatan IMF & OECD 
Report 2017, sedikitnya 5 pe-
nyebab utama meningkatnya seng-
keta pajak, yang menurut penulis 
patut jadi perhatian serius. Salah 
satunya mengenai ketidakpastian 
hukum. Empat hal lainnya, masih 
berlikunya birokrasi, perlakuan 
fiskus tidak konsisten, aturan yang 
kompleks, dan Putusan Pengadilan 
yang tidak konsisten.

Mempertanyakan  
Self-assessment System

Sejak awal berlakunya sistem 
self-assessment, kesepakatan yang 
muncul adalah dilarangnya fiskus 
melakukan intervensi terhadap 
segala yang telah dilaporkan Wa-
jib Pajak (WP). Fiskus hanya akan 
bertindak mengawasi jika fiskus 
memiliki data yang diperoleh dari 
pihak ketiga. 

Fiskus dilarang melakukan ana-
lisis terhadap laporan pajak yang 
telah disampaikan, kecuali fiskus 
memiliki data pembanding di luar 
dari yang disampaikan WP. Anali-
sis kewajaran bukan merupakan 
fakta hukum. Analisis kewajaran 
tidak memiliki dasar hukum untuk 
dapat dilakukan koreksi. Hal ini 
sesuai dengan roh hukum publik 

yang berdasarkan kepada kenyat-
aan, bukan berdasarkan asumsi.

K arenanya, ruang koreksi 
kerap menjadi sengketa jika per-
soalan kewajaran dijadikan dasar 
koreksi terhadap laporan yang 
telah dilakukan atas dasar sistem 
self-assessment. Prinsip hukum-
nya, pegawai pajak bersifat pasif, 
sedangkan Wajib Pajak bersifat 
aktif. Itulah filosofi dari makna 
self-assessment system.

Setidaknya dua kesenjangan 
hukum menjadi fenomea dari 
rumusan norma dalam UU pajak. 
Pertama, tidak tegasnya rumusan 
norma objek pajak, dan kedua, 
belum dirumuskannya objek pajak 
dalam UU namun muncul dalam 
bentuk diskresi melalui peraturan 
diluar UU.

Hal itu semakin menambah 
panjang jalur penyelesaian seng-
keta karena harus melalui jalur 
banding di Pengadilan Pajak mau-
pun putusan Mahkamah Agung 
melalui langkah Peninjauan Kem-
bali (Pasal 91 UU 14/2002). Kare-
nanya, publik terus memper-
tanyakan makna sesungguhnya 
dari sistem self assessment, jika 
sengketa pajak setiap tahun terus 
meningkat. Hal demikian berlan-
jut ditingkat Peninjauan Kembali 
(PK) di Mahkamah Agung, di mana 
pihak DJP maupun Wajib Pajak 
dapat melakukan PK. Sehingga 
untuk menyelesaikan sengketa 
pajak membutuhkan waktu yang 
relatif lama.

Lembaga Pemutus Sengketa
Lembaga pemutus sengketa 

menjadi persoalan terkait refor-
masi perundang-undangan pajak. 
Lembaga Keberatan yang selama 
ini diselesaikan otoritas pajak atau 
Ditjen Pajak (Pasal 25 UU KUP No 
6/1983 dan perubahannya), harus 
segera dikeluarkan dari Ditjen 
Pajak. 

Logika hukum menjadi keliru 
jika keberatan ada dalam otoritas 
pajak. Pertanyaannya, bagaimana 
mungkin dua pihak yang berseng-
keta namun diputus oleh salah 
satu pihak dari dua pihak yang ada. 

Lembaga keberatan harus di-
lakukan oleh pihak independen, 
bukan oleh Ditjen Pajak sendiri. 
Filosofi hukumnya sangat jelas, 
jika kita menghendaki adanya 
keadilan dan kepastian hukum 
yang menjadi harapan para pihak 
yang bersengketa sesuai dengan 
makna negara hukum.

Pemerintahan baru harus 
mengambil langkah cepat. Jika 
tahun pertama pemerintahan 
baru melakukan reformasi perun-
dang-undangan pajak, penerimaan 
pada 4 tahun kedepannya memberi 

keyakinan keadilan dan kepastian 
hukum bisa diperoleh semua 
pihak. Maka kepercayaan publik 
akan meningkat, yang merupakan 
faktor dominan dalam upaya men-
ingkatkan partisipasi publik dalam 
pembangunan nasional.

Persoalan ekonomi (bisnis) 
yang menginginkan kepastian 
hukum cepat. Penyelesaian seng-
keta pajak dengan waktu ber-
tahun-tahun, harus segera direfor-
masi supaya efisien. 

Pola berpikir lama harus dit-
inggalkan karena kita memasuki 
era persaingan global dengan kata 
kunci kecepatan, efisiensi, compet-
itive advantage. Negara yang tidak 
efisien akan tenggelam dalam 
persaingan global. Upaya strat-
egis mengurangi penumpukan 
sengketa pajak merupakan skala 
prioritas yang mendesak.

Gerakan pajak harus menjadi 
gerakan nasional dalam wadah 
satu kementerian khusus yang 
menghimpun semua unit peneri-
maan negara, baik pajak, pabean, 
cukai maupun Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) yang selama 
ini terpencar di berbagai kement-
erian dan lembaga.

Dengan disatukannya unit 
penerimaan negara tersebut men-
jadi Revenue Center Nasional akan 
memudahkan pengukuran kinerja 
sesuai dengan konsep responsibility 
accounting.

Simpulan
Dari uraian di atas, ada tiga hal 

yang bisa disimpulkan. Pertama, 
langkah penyelesaian sengketa 
pajak menuju keadilan dan kepas-
tian hukum, tidak dapat ditun-
da. Apapun janji pemerintahan 
baru, APBN yang jadi andalannya 
akan tergantung dari pajak demi 
kemandirian bangsa. Kedua, ru-
musan norma terkait sengketa 
pajak mesti jelas dan tidak me-
nimbulkan kekaburan, sekaligus 
menutup ruang diskresi untuk 
tidak menimbulkan ketidakpas-
tian hukum.

Ketiga,  pajak dalam APBN 
harus menciptakan keadilan dan 
kepastian. Dengan cara itu, publik 
bisa mendukung segala program 
yang telah dirancang pemerintah 
untuk kepentingan seluruh masya-
rakat. Semoga! 

*) Akuntan Forensik, Praktisi 
Perpajakan, Advokat, Senior Part-
ner IUSTITIA PRO Tax Law Firm, 

Sekjen Perkumpulan Kuasa Hukum 
Pajak Pro Justitia, Dosen Program 

Studi Magister Akuntansi FEB 
Univ. Muhammadiyah Jakarta, 

Dosen Tamu Fakultas Hukum Un-
pad, Bandung.

Karenanya, pemerin-
tahan tidak memiliki 
banyak waktu meng-
kajinya. Hanya dengan 
kecepatan mengek-

sekusi segala problem yang mun-
cul, pemerintah bisa mengubah 
cara pandang penegakan hukum 
(hukum pajak) memberi keyaki-
nan bahwa pajak termasuk pe-
nyelesaian hukumnya, patut jadi 
andalan bagi penerimaan negara. 
Mengapa?

Saat kampanye, Prabowo ber-
janji memberi makan gratis anak 
sekolah, pembenahan sarana dan 
prasarana pendidikan, kesehatan 
masyarakat luas, yang kesemuanya 
butuh anggaran sangat besar. Pen-
erimaan pajak dalam APBN 2025 
diproyeksikan sebesar Rp 2.490,9 
triliun atau 82,8% dari peneri-
maan negara sebesar Rp 3.005,1 
triliun (kemenkeu.go.id).

D i  s a m p i n g  i t u ,  b e r -
dasarkan L aporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP) per 
31/12/2022 ada piutang pajak 
Rp 114.374.519.793.781 dan 
per  31/12/2023 sebesar  Rp 
117.416.962.637.073 dengan 
kenaikan Rp 3.042.442.843.332 
atau 2,66%. Tidak tertutup ke-
mungkinan tunggakan/piutang 
pajak tersebut muncul dari seng-
keta pajak. 

Patut dianalisis agar sengketa 
pajak bisa diselesaikan dengan 
langkah hukum cepat. Artinya, 
pemerintahan Prabowo patut 
mengambil langkah dengan strate-
gi prioritas pada pola pembiayaan 
yang sumbernya dari pajak. 

Itu sebabnya, dalam catatan 
penulis, sisi penegakan hukum 
penyelesaian sengketa pajak mesti 
jadi misi pemerintahan Prabowo 
sejak dilantik hingga berakhir 
pada 5 tahun kedepan.

Sengketa Pajak
Kenapa terjadi sengketa pajak? 

Satu jawaban pastinya ada pada 
kondisi ketidakpastian hukum. 
Ketidakpastian hukum menimbul-
kan risiko hukum yang penyelesa-
iannya kerap menggerus tenaga, 
sumber daya, serta waktu yang 
berdampak pada inefficiency doing 
business. 

Contoh sederhana, norma 
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— POJOK IDE —

FAO salurkan dana Rp 7,5 miliar untuk program 
Regenerasi Petani di Indonesia.
Butuh upaya besar untuk hadapi tantangan besar.

Museum Batik Nasional menggelar rangkaian Hari Batik 
Nasional di Taman Mini Indonesia Indah. 
Hari Batik Nasional, momentum ajak lintas generasi lestarikan batik.

Pemimpin Umum: Rio Abdurachman
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Djaka Susila

— TAJUK —

Hilirisasi 
Berkelanjutan

Sengketa Pajak, Misi 
Khusus Pemerintahan Baru

— DAILY QUOTE —

Mulai 20 Oktober 2024 pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 
pastinya akan melakukan salah satu misi penegakan hukum, khususnya bidang hukum pajak. Jika pajak menjadi 

andalan penerimaaan APBN lima tahun kedepan, penyelesaian sengketa pajak patut jadi perhatian serius.

Oleh Dr Wirawan B. Ilyas *)

kamis, 3 oktober 2024

Nyaris tidak ada silang pandangan soal perlu dan tidaknya 
Indonesia melakukan hilirisasi. Semua telah sepakat, 

hilirisasi perlu dilakukan. Karena, hanya melalui proses pen-
golahan bahan baku menjadi barang siap pakai itu, Indonesia bisa 
mendapatkan manfaat yang lebih besar dari kekayaan sumber 
daya alam (SDA) yang dimiliki. Manfaat-manfaat itu di antara 
dalam bentuk nilai tambah produk, terciptanya peluang usaha dan 
lapangan kerja yang lebih banyak, daya saing lebih kuat, serta 
mengurangi ketergantuan pada sektor tertentu.

Dengan itu, pada akhirya pertumbuhan ekonomi pun akan 
terungkit lebih tinggi. Itu artinya, untuk mewujudkan visi 
Indonesia Emas 2045 dan memastikan Indonesia lepas dari 
middle income trap saat ulang tahun kemerdekaan ke-100 nanti, 
maka salah satu jalan yang harus dilalui adalah hilirisasi. Ini 
dikarenakan, Indonesia butuh pertumbuhan setidaknya 6-8% 
agar bisa mewujudkan visi tersebut. Presiden terpilih Probowo 
Subianto juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%.

Sehingga, patut diapresiasi, pada periode ke-2 pemerinta-
hannya,  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai mendiversifi-
kasi ekspor komoditas dengan ekspor produk bernilai tambah 
melalui program hilirisasi terus digencarkan. Terkait itu, sejak 
2020, Presiden Jokowi dengan tegas melarang ekspor bijih ni-
kel yang memicu protes dari sejumlah negara, terutama Eropa.

Selanjutnya, bijih nikel wajib diolah di dalam negeri. Apa-
bila sudah menjadi produk turunan seperti feronikel, nickel 
pig iron, dan nickel matte, barulah boleh diekspor. Berdasar-
kan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada lonjakan volume 
ekspor feronikel (Kode HS 72026000) dari 1,5 juta ton pada 
2019 menjadi 5,7 juta ton pada 2022. Bahkan, baru-baru ini 

Presiden Jokowi menyebut, 
pada 2015, ekspor nikel In-
donesia hanya bernilai Rp 45 
triliun, melonjak menjadi Rp 
520 triliun pada 2023, setelah 
kebijakan hilirisasi diterapkan.

Tak hanya nikel, hilirisasi 
juga berlanjut ke sektor min-
eral lain yakni di sektor tem-
baga dan bauksit. Terkait itu, 
dua smelter besar, Amman 
di Sumbawa dan Freeport di 
Gresik telah beroperasi dengan 
nilai investasi mencapai Rp 50-
60 triliun. Berikutnya hilirisasi 
akan dikembangkan ke sektor-
sektor yang lebih padat karya, 
seperti rumput laut. Ini tentu 
saja harus karena Indonesia 
memiliki garis pantai terpan-
jang di dunia, dengan potensi 
besar dalam pengembangan 
rumput laut. 

Sejumlah kalangan, men-
gapresiasi kepemimpinan Jokowi terkait upayanya yang serius 
untuk mengubah struktur ekspor Indonesia dari commodity-
driven menjadi value-added driven serta GVC-driven. Hilirisasi 
SDA dinilai berjalan sukses selama pemerintahan Jokowi. 
Investasi mengalir deras ke proyek hilirisasi, sehingga ekspor 
berbasis komoditas SDA meningkat yang pada ujungnya men-
ingkatkan ketahanan ekonomi dari gejolak eksternal. 

Kini, waktunya pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo 
Subianto melanjutkan program ini dengan membangun in-
dustri hilir yang bisa menyerap produk hilirisasi. Tujuannya 
agar nilai tambah yang diperoleh Indonesia dari hilirisasi 
makin besar. Hal ini juga bisa memicu industrialisasi secara 
besar-besaran, sehingga porsi manufaktur terhadap produk 
domestik bruto (PDB) bisa kembali di atas 20%.  

Selama ini, hilirisasi mineral baru menyentuh produk 
setengah jadi. Ambil contoh nikel, di mana pengolahannya di 
dalam negeri baru sampai ke feronikel, nickel pig iron (NPI), 
hingga mixed hydroxide precipitate (MHP). Ketiga produk 
turunan nikel itu lantas diekspor, kebanyakan China, untuk 
diolah lagi menjadi produk manufaktur jadi. 

Penyempurnaan kebijakan hilirisasi tentu saja harus di-
lakukan oleh Prabowo. Misalnya, pengembangan hilirisasi 
harus benar-benar berbasis pada hasil riset yang mendalam 
dan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) 
yang mumpuni. Hanya melalui itu, hilirisasi yang telah dimulai 
oleh Presiden Jokowi dan akan dilanjutkan oleh presiden ter-
pilih Prabowo, bakal menjadi program yang memberi manfaat 
ekonomi besar dan berkelanjutan. q

Pengembangan 
hilirisasi harus 
benar-benar 
berbasis pada 
hasil riset yang 
mendalam dan 
didukung oleh 
ketersediaan 
sumber daya 
manusia (SDM) 
yang mumpuni.

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang lebih lambat 
secara bulanan dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan 
mencerminkan kebutuhan ekspansi usaha yang lebih tinggi 
dibandingkan kebutuhan menyimpan dana yang coba 
mencerminkan normalisasi dunia usaha.
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